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<b>ABSTRAK</b>

Tesisini membahas mengenai bagaimana akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian kawin dalam
perkawinan antara warga negara | ndonesia dengan warga negara asing yang menyebabkan munculnya harta
bersama diantara mereka. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian adalah
eksplanatoris. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan
antara warga negara I ndonesia dengan warga negara asing mengakibatkan munculnya harta bersama dalam
perkawinan tersebut dan mengingat adanya batasan kepemilikan tanah oleh warga negara asing maka harta
bersama yang berupa tanah harus dilepas dengan jangka waktu satu tahun dan pembatalan perjanjian kawin
harus diumumkan agar pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terutama
mengenai harta dalam perkawinan, mengetahuinya.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

This thesis describes how the legal consequences of pre-nuptial agreements annulment on marriage
between Indonesian and foreigner which leads to the emergence of joint property between them. The form
of thisresearch isanormative juridical research and the type this research is explanatory. Thisthesis states
that the legal consequences of pre-nuptial agreement?s annulment on marriage between Indonesian and
foreigner have result in the emergence of joint property in the marriage. Given the limitation of land?s
ownership by foreigner in the regulation of Indonesian land law, the joint property which island must be
hand over with a period of one year and the pre-nuptial agreement?s annulment should be announced to the
parties that concerned directly or indirectly regarding marital property.</i>
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